
BUPATI LAMPUNG SELATAN 
PROVINSI LAMPUNG
 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 
NOMOR Y-\ TAHUN 2019
 

TENTANG
 

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 
NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN,
 

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 
PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menirnbang : a.	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Keputusan Menteri 
Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/KPTS/SM.200/I/05/ 
2019 , tanggal 16 Mei 2019 tentang Pengelolaan Balai 
Penyuluhan Pertanian, perlu dibentuk Balai Penyuluh 
Pertanian di Kabupaten Lampung Selatan; 

b .	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Peraturan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan 
Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi Dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah 
Kabupaten Lampung Selatan; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang ­
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4749); 

3.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4 .	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
20 16 Nomor 114) ; 

6. Peratu ran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Manaj emen Pegawai Negeri Sipil (Lem ba ra n Negara Republik 
Indonesi a Tahun 20 17 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037); 

7 . Pera tu ra n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang 
Pemben tukan Produ k Hu ku m (Berita Negara Republi k 
Indones ia Ta hu n 2 0 15 Nom or 2036 , se baga ima n a telah· d iu bah 
d engan Peratura n Menteri Dal am egeri Nom or 120 Tahu n 
2u 18) : 

o . Pe ratu ran Me nteri Penda ­ a t;u n o.a r:. Aparatu r Negara d a n 
Reforma si Biro kra s i Nornor J 1 Tah u n 20 18 ten ta ng 
l orn en kla tu r . la ba ta n Pe la ksa na b d ~U Pegawa i Negeri S ipi l 

Dihngku ngan lnstans i Pern er uu ah (Bc r ita Nega ra Repu blik 
In d ones ia Tah un 2 01 ~ Nomor 1273 1: 

9 . Pe ra tu ra n Menter: Da la m Neger i Nornor 12 Ta hun 20 17 ten ta ng 
Pedom a n Pemben tu ka n da n Klas ifikasi Ca ba ng Din a s d a n Un it 
Pela ksana Tekn is Daera h (Berita Ncga ra Repu blik Indonesia 
Tahun 20 17 Norno r 451 ): 

10 . Keputusan Menteri Per ta n ian Nomor 03 j KPTSj SM.200 j l j 05 j 
2 0 19 , ten tang Pengelolaan Bal a i Penyu luhan Pertanian. 

11. Peratura n Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 
20 16 ten tang Pembentuka n dan Su sunan Perangkat Daerah 
Kabu pa ten Lampung Se la tan (Lem ba ra n Daerah Kabupa ten 
Lampung Se la tan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16. 

MEMUTUSKAN : 

Meneta pkan	 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 61 TAHUN 
2017 TENTANG PEMBENTUKAN t ORGANISASI DAN TATA 
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan 
Nomor 6 1 Tahun 2 0 17 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah 
Ka bu paten Lampung Selatan, diubah sebagai berikut : 

1.	 Ketentuan Pasal 2 a n gka 8 butir b diubah , sehingga pasal 2 
a n gka 8 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal2 

8.	 Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan, 
terd iri dari : 



a. UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan; dan 

b. UPTO Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan, 
terdiri dar i : 
1) UPTD Tanaman Pangan. Hortikultura dan 

Perkebunan Kal ianda, dengan wilayah kerj a 
Kec a rnatan Ka lia n d a : 

1 1 UPTD Tnriaman Pa nga n . Hor t iku ltura dan 
Perke bu nan Raja Basa. de n ga n wil aya h ke rja 
K ec a m atan Raj a Basa ; 

3)	 UPT D Ta narnan Pa ng811, Hor tikul tu ra d a n 
Pe rkebuna n Penen ga han , d e n ga n wilaya h ke rja 
Keca m ata n Pene n ga h an; 

'-+ ) UPTO Tanama n Pangan , Hortikultura dan 
Perk eb unan Bakau he rii, d en ga n wilayah kerj a 
Kecamata n Ba kauh cni ; 

5) UPTO Tanaman Pa n ga n , Hortikultura dan 
Pe rkebunan Pala s , d en ga n wi lava h ke rj a 
Kecamatan Palas ; 

6 ) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Sragi, dengan wilayah kerja 
Kecamatan Sragi; 

7) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Way Panji, dengan wilayah kerja 
Kecamatan Way Panji ; 

8) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Sidomulyo, dengan wilayah kerja 
Kecamatan Sidomulyo; 

9) UPTO Tanaman Pangan , Hortikultura dan 
Perkebunan Katibung, dengan wilayah kerja 
Kecamatan Katibung; 

10) UPTO Tanaman Pangan , Hortikultura dan 
Perkebunan Candipuro, dengan wilayah kerja 
Kecamatan Candipuro ; 

11) UPTD Tanaman Pangan , Hortikultura dan 
Perkebunan Way Sulan, dengan wilayah kerja 
Kecamatan Way Sulan; 

12) Tanaman Pangan, Hortikultura dan . Perkebunan 
Natar, dengan wilayah kerja Kecamatan Natar; 

13) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Jati Agung, dengan wilayah kerja 
Kecamatan Jati Agung; 

14 ) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan 
Perkebunan Tanjung Bintang, dengan wilayah 
kerja Kecamatan Tanjung Bintang; 

15 ) UPTD Tanaman Pangan , H ortikultura dan 
Perk eb u n a n Tanjung Sari, dengan wilayah kerja 
Kecamatan Ta njung S a ri ; 

16 ) UPTD Ta n a m a n Pa n ga n , Ho r t iku ltu ra dan 
Perk ebu n a n Ketapa n g, dengan wila ya h kerja 
Keca rna ta n Ketapang: dan 

17) UPTD Ta n a m a n Panga n , Hor tikultura d an 
Perkeb u n a n Merba u Matara m, d engan wil aya h 
ke rj a Kecama ta n Me r a u Mata ram . 



2.	 Kete rituan Pa sal l A , Pa sa l 65. Pasa l 66 dan Pasal 67 di uba h , 
seh ingga be r bu nv i seba ga i beriku t : 

Bagian Kee nam Be las
 
UPTD Tanaman Pangan , Hort ikultra dan Perkeb unan
 

Paragraf 1
 
Tugas dan Fungsi
 

Pasal 6 4
 

(1)	 UPTO Ta n a m an Pangan , Hor tiku ltra dan Perkebunan 
mernpunyai tuga s melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dibidang penyusunan, pelaksanaan dan 
evaluasi program dan kegiatan dibidang tanaman 
pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2)	 Dalam melaksanakan tugas , UPTD Tanaman Pangan, 
Hortikultra dan Perkebunan mempunyai fungsi : 

a .	 pelaksanaan program dan kebijakan teknis dibidang 
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

b.	 pelaksanaan koordinasi tugas dengan instansi terkait 
demi tercapainya sasaran ; 

c .	 pelaksanaan pengendalian , evaluasi dan pelaporan 
kegiatan UPTO; dan 

d .	 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan . 

Paragral2
 
Susunan Organisasi
 

Pasal65
 

( 1)	 Susunan organisasi UPTO Tanaman Pangan, Hortikultra 
dan Perkebunan , terdiri d ari : 
a .	 Kepala UPTO ; 
b.	 Sub Bagian Tata Usaha; dan 
c .	 J a batan Fungsional Umum . 

(2 )	 Kepa la UPTO seba ga imana d imaksud pada ayat (1) huruf 
a , d ij a ba t oleh peja ba t stru ktu ral esselon IV/ a ya n g 
be ra da di ba wa h da n bertanggung j awa b kepada Kepa la 
Din a s . 

(3 )	 Sub Bagian Ta ta Usa ha sebagaim a n a d im ak su d pada 
a va t ( 1) h u ruf b. dipimpin len se ora n g Kepala Suh 
Bagian Ta a Us a h a 'c' !1g bc ra d a di bawa h dan 
berta nggung j 8.\\" 8 b k p·1U (\ I 'e pa la UPTD , 

(4)	 I e lo rn:» k J'l, a a ll Fu 1 (,2' in 1C11 sebaca imana irn r k S l ( 1 

padn iva i I II h u r II ~ . d 1 1l tnI' tn oleh seo ra u g peja ba 
l\lI1 ~ s i r JI l d l s-uior \ ;'lll f.! I , 'l(J8 rj l bawah dan be l' anceu nc 
jawab kepa d a Kepala UPTD. 

(5\ Bauan S .ru k tu r Orea.r sasi llPTD Tanaman Panga n , 
J.):·'lk i ur. ( ; <111 p. rk - ~' : '~ll cbaua im.ma rer an tu u 

da larn l.amp iran XVI Oc r: II I ru uakan bacian ya m; tida l: 
tc rpisahkan dan Peratu ra n Bu pa ti m i. 



Paragraf 3
 
Uraian Tugas
 

Pas a1 6 6
 

(1 ) Kepala UPTD Tanaman Pa ng an , Hortikultra dan 
Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura 
dan Perkebunan dibidang Tanaman Pangan, Hortikultra 
dan Perkebunan, pembinaan terhadap aparatur UPTD, 
melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Camat, 
lnstansi Pemerintah dan organisasi lainnya di wilayah 
kerjanya dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional 
dibidang penyusunan, pelaksanaan , evaluasi dan 
pelaporan program dan kegiatan dibidang tanarnan 
pangan , hortikultura dan perkebunan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

(2 )	 Uraian tugas Kepala UPTD Tanaman Pangan , Hortikultra 
dan Perkebunan, yaitu : 
a.	 memimpin, membina, mengoordinasikan, memantau 

dan mengendalikan pelaksanaan program dan 
kebijakan teknis dibidang pembangunan tanaman 
pangan, hortikultura, dan perkebunan; 

b.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan bidang tanaman pangan, 
hortikultura , dan perkebunan sebagai acuan dalam 
melaksanakan tugas; 

c .	 mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi 
terkait di Kecamatan demi tercapainya sasaran; 

d .	 melakukan koordinasi ditingkat kecamatan pada 
bidang pembinaan , pemantau an , pengendali an , d an 
koord iria s i produks i benih , pengemban gan produksi, 
pengembangan dan pem berdayaan laha n , 
pe ngenda lian orga ni sme pe ngganggu Tan ama n (OPT) 

d a n a plikas i tckn l OC I r.vn arnan pa n ga n . ho ru ku ltu ra . 
<ian pe rkebu n un : 

l' . rne taku a n ko orruu -is - I: t m uka i Kec.im a t.m ')( d 
')1 Llll- p- m b m a ll' ; , inc 11 a ua n . pen cerid a ha n 

I. l·. 1 1 1 '" . I r r· ' ( 11 ." 1 1(.' P"' O(~ ~ 'I 

lJt (' 1'1I(dl. P 'I - '1 I I ,,, ,I' I' P Illl rt 8. 11 i PI1 ( ' ,l 18 1 lCllTI ' 

d • • \	 ., ,. cl:: ~ I( I i" l i tH c.; I' ~t- 1' kecam a ta n pc del 
1 I	 1,-' 1'1 1 ' 1 11,'·.... " 'k l""rj j' t- t, · " , , ' , ' 

"', .	 '11.... ha s il. ; "(Ji~ 1() ' 1 d 111 

1'­,,' 
• 1\· 

(	 i it..! i l i ! ~ ' 1 ,," ( i..l :1rl :I ·(,t·~:"""1 

I t'( ' l1 l h , pur' ik dan pP ~ il It: 
h .	 mcrnbantu p laksanaan k t't-: I(", a : Pen gclolaa n Lab an 

clan Air (PL ) untuk menduku ng bcrkcla nju ta n 
produ ks i me la lu i pernbina a n tekn is ke pada kelom pok 
tan i bekerja sama dengan pejaba t 
fungsiona l/ penyuluh pertania n: 

J.	 melaku kan kerjasama denga n koord ina tor BPP dan 
Penyu lu h Pertanian untu k mengu a tkan kelem baga a n 
petani dan pengawalan pernanfaatan tek nologi; 



.: J.	 melakukan pendataan statistik tanaman pangan, 

(1) 

(2 ) 

hortikultura, dan perkebunan sesuai dengan format 
dan ketentuan yang telah ditetapkan; 

k.	 membagi habis tugas baik teknis maupun 
administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur 
yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya 
masing-masing; 

1.	 memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu 
melaksanakan, tugas secara berdaya guna dan 
berhasil guna; 

m.	 membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas
 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan
 
pertimbangan lebih lanjut;
 

n .	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan ; dan 
o .	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
 

diberikan oleh atasan .
 

Pasa167 

Kepala Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas 
melaksanakan program kerja kantor UPTD Tanaman 
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan , pembinaan 
organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan urusan 
keuangan, kepegawaian, perlen gka pa n , rumah tangga, 
hubungan ma syara ka t , su ra r-m envura t . p ro tc kol. 
pe-la ksa rinan e a lu a s i dan n e m bi.ia ta n la poran Ka n tor , 
ses uru dcngan pe ra luran peru nd a n g-u nd a nga n ya ng 
be r la ku un tuk kelancara n pc la ksana a n tu ga s . 

Ura ia 1 IUg8: Kq alu ~llb B ani III T1 a Jsal a. ya itu : 

<I.	 n eraksanaka n I rourarn ke r ia u PT Ta nama n Pa nga n. 
Hortiku ltu ra cion P rkel un an , erta re n ca n ,,:- kerj a 
. ub Ba man 1 dtd U a ha u n tuk d iiad ika n bah a n a cu a n 
( " i 1 ! ' 1-11\. ;l!1 c 1 i 1· ri .. 

t 1	 · 0 r- 1 i I .. . Irl.: Ie'! n-pc rm .rl.iha u yanz 
I (l -c ~ , r 1·11 T c 1 

.. I ... __ ) 
I • 

• Ii."", 

1.1 _ l " L . • " • :Jcn \'u .U .!tliltd l1am<J I 

·n ..... in . ( r II: , ,! ' T ;.:' i! f. '" duksi ; ibi tanaman1 

P rkci UIV '! ,' Ii ;: f"f'" tu ran perundang- mdangan 
ycl l1g bc rh u b I ga n dengan b id a ng ketatausahaan 
se ba za i landasan calam pel ksanaan tu gas Sub 
Bagian Tata Usa ha: 

d .	 mela ksa n akan pen gum pu la n d a n pen gola ha n data 
pembinaan organisa si da n keta ta la ksa na a n ; 

e.	 melaksanakan pengelolaan urusan administrasi 
keuangan yang meliputi pembukuan, 
pertanggungjawaban serta penyusunan laporan 
keuangan kantor; 

f.	 melaksanakan urusan administrasi kepegawaian; 
g.	 melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan 

perlengkapan; 
h.	 melaksanakan pengelolaan urusan surat-rnenyurat, 

protokol dan pembuatan laporan kantor; 



1.	 melaksanakan perigelolaan dokumentasi serta 
perpustakaan; 

J.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Sub Bagian 
Tata Usaha agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

k.	 membagi habis tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada 
aparatur Jabatan Fungsional Umum sebagai 
bawahannya, agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawabnya masing-masing; 

1.	 mengumpulkan, menghimpun, menyusun data dan 
informasi dari bawahan sebagai bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan 
untuk dijadikan masukan dalam program lebih lanjut; 

m.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

n.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 
diberikan oleh atasan . 

PasallI 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan 
pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan . 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal I tvOvtMw(f' 2019 

Pit.	 BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Diundangkan di Kalianda 

padatanggal 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

FREDYSM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 



LAMPIRAN :	 PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 
NOMOR TAHUN 2019
 
TANGGAL : 2019
 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN 
PERKEBUNAN KABUPATEN LAl\fPUNG SELATAN 

BPP--------------I~--------------KEPALA UPTn 

SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

FUNGSIONAL UMUM/ 

PELAKSANA 

PIt. BUPATI LAMPUNG SELATAN, 


